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SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan paparan tersebut terkait dengan Penilaian Kinerja

Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, dapat disimpulkan bahwa Penilaian

Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Bekasi masih perlu evaluasi secara rutin terkait

dengan perencanaan dan realisasi anggaran secara signifikan. Hal ini dapat dilihat

dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi yang

mana dalam hal realisasinya masih belum direncanakan secara optimal dan sesuai

kebutuhan organisasi. Dimana, masih terdapat kendala pada bagian perencanaan

yang perlu diperhatikan secara kualitas sumber daya manusia-nya.

Lalu, menelaah dari bab IV pada bagian pembahasan, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Ekonomis, dapat disimpulkan dari sisi ekonomis kinerja anggaran Dinas
Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai telah
memenuhi kriteria ekonomis. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini
menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (spending less).
Efisiensi, dapat disimpulkan dari sisi efisiensi kinerja anggaran Dinas
Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai belum
memenuhi kriteria efisiensi. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini
menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (belum spending

wisely).

. Efektifitas, dapat disimpulkan dari sisi efektifitas kinerja anggaran Dinas

Pendidikan Kab. Bekasi dari tahun anggaran 2020 -2023, dinilai telah
memenuhi kriteria efektif. Hal ini dikarenakan, selama empat tahun ini
menunjukkan presentasi diantara angka 90% sampai 100% (spending wisely).
Walaupun dalam pelaksanaan penganggaran dangar dipengaruhi oleh
beberepa kondisi seperti: kebijakan defisit anggaran, kebijakan pencapaian

realisasi anggaran, kebijakan pemerintah pusat, dan kondisi darurat bencana
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2. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan
untuk meningkatkan kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
berdasarkan konsep value for money yaitu :
1. Ekonomis
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus ada beberapa hal yang dianalisis agar
tidak terjadi penggunaan anggaran yang sebagian nilai ekonomisnya masih
terdapat nilai 90%.
2. Efisiensi
Penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan harus mencapai minimal 60%
setiap tahunnya. Alangkah baiknya, jika Dinas Pendidikan Kab. Bekasi lebih
menekan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas atau kegiatan organisasi dan
dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu mempertahankan
kinerja ekonomisnya di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan lebih
menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan
sehingga terwujudnya penerimaan anggaran pendapatan tetap efisien.

3. Efektiftas

Realisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Bekasi seharusnya berjalan selaras
dengan perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga penyerapan
realisasi anggaran selain dapat mencapai angaka minimal 90% setiap tahunnya,
tetapi juga dapat menyentuh akar perkembangan organisasi.
Kualitas penggunaan anggaran dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang
diprioritaskan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, seperti
peningkatan literasi numerasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Berdasarkan upaya di atas, saran penulis adalah sebagai berikut :
1. Pimpinan melakukan monitoring dan penguatan kepada para Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk

selalu komitmen dalam pencapaian target penyerapan anggaran yang telah
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disepakati dan juga melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan
yang sudah disusun.

2. Melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi program kegiatan antara Bappeda dan
Dinas Pendidikan agar selaras dan sesuai dengan program Pemerintah Daerah
dalam pelaksanannya

3. Perencana Dinas Pendidikan harus membuat suatu pedoman perencanaan
kegiatan untuk bidang-bidang yang memiliki anggaran kegiatan/aktivitasnya.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus lebih memperhatikan kode rekening

belanja di SIPD agar anggaran tepat guna dan sasaran.
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